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KATAPENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT setelah melalui proses penggalian gagasan di setiap
kampung dan kelompok sampai dengan musyawarah nagari dalam rangka menggagas masa
depan nagari, tim penyusun yang terdiri dari Wali Nagari, Sekretaris Nagari, LPMN, Kepala
Kampung, KPMN, Wakil Masyarakat, anggota Bamus dan Perangkat Nagari Siguntur Tua
telah berhasil membahas dan menyepakati Dokumen Rencana Pembangunan Jangka
Menengah (RPJM) Nagari Siguntur.

RPJMNagan adalah bagian dari perencanaan seluruh warga masyarakat Nagari
Siguntur yang menginginkan masa depan nagari yang lebih baik di segala bidang. Mimpi
nagan akan menjadi kenyataan ketika dimulai dengan perencanaan yang matang dan disertai
kerja keras dan usaha untuk mewujudkannya.

Dokumen ini dalam penyusunannya telah melalui proses yang panjang dan melibatkan
banyak orang dan merupakan pengalaman pertama bagi masyarakat dalam menyusun mimpi-
mimpi nagar dalam bentuk dokumen perencanaan nagari.

Meskipun banyak kekurangan dalam penyusunan dokumen RPJM Nagari Siguntur
tetapi dokumen ini sudah cukup mewakili aspirasi dari seluruh lapisan masyarakat karena
disusun dengan prinsip lengkap, cermat, sistematis, partisipatif dan terbuka.

Ucapan terima kasth kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu Tim
Penyusun dalam proses penyusunan RPJM Nagari ini sesuai dengan tahapan-tahapan yang
diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tengang Pedoman
Pembangunan Desa.

Harapan kami semoga dokumen ini bisa menjadi landasan pijak dalam melaksanakan
proses pembangunan di Nagari Siguntur Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir
Selatan dan semoga seluruh rencana pembangunan yang tersusun dalam dokumen RPJM

Nagari Siguntur ini bisa terealisasi sesuai dengan yang di cita-citakan masyarakat Nagari
Siguntur.

- ________]
“Terbangunnya tata kelola pemeriniahan Nagari yang baik dan bersih guna mewujudkan kehidupan

masyarakat yang adil makmur dan sejahtera”



BAB 1
PENDAHULUAN

Latar Belakang

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa

(Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun2014 Nomor 7), Peraturan Pemerintah

Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara, Desa adalah-desa.dan. desa adat atau yang disecbut dengan nama
lain, selanjutnya disebut Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat,
adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang
untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat,
berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/hak tradisional vang diakui dan
dihormatidalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai Nagari adalah keanekaragaman,
partisipasi, otonomi asli, demokrasi dan pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan pola
pemikiran dimaksud, dimana bahwa Nagari berwenang mengurus kepentingan
masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui
dan/atau dibentuk dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di Kabupaten/Kota,
maka sebuah Nagari diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berdasarkan
partisipasi dan transparansi serta demokrasi yang berkembang di Nagari, maka desa
diharuskan mempunyai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPIM
Nagari ) ataupun Rencana Kerja Pembangunan Tahunan Nagari (RKP Nagari).

RPJM Nagari Sguntur ini merupakan rencana strategis Nagari Siguntur untuk
mencapai tujuan dan cita-cita Nagari. RPJM Nagari tersebut, nantinya akan menjadi
dokumen perencanaan yang akan menyesuaikan dan selaras dengan perencanaan
tingkat Kabupaten. Selama ini dapat dilaksanakan dengan baik maka kitaakan memiliki
sebuah perencanaan yang memberi kesempatan kepada Nagari untuk melaksanakan

kegiatan perencanaan pembangunan yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip

pemerintahan yang baik seperti patisipasif,transparansi dan akuntabilitas.
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q. Program Peningkatan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Praarana

Jalan dan Jembatan

r. Program Pengembangan Fasilitas Pengatur Lalu Lintas

5. Program Peningkatan dan Penggembangan Prasarana air Bersih
L. Peningkatan Sarana dan Prasarana Layanan Publik

u. Program Peningkatan dan Pengembangan Sarana Kebersihan

v. Program Peningkatan dan Pengembangan Prasarana irigasi

w. Program  Peningkatan dan Pengembangan Prasarana Drainase dan

Pengamanan Tebing.

x. Program Pembangunan Pasar Nagari

4.2.2. Potensi dan Masalah

Mengacu pada potensi dan masalah yang telah diuraikan sebelumnya,
maka jika dihubungkan dengan kebijakan pembangunan paling tidak ada 3 isu
strategis yang harus di perhatikan agar kebijakan pembangunan tersebut tidak

salah arah. 3 hal penting yang dimaksud adalah -

a. Kebijakan pembangunan harus mengarah pada pembangunan Infrastruktur
Jalur transportasi, karena disana ada potensi lahan-lahan perkebunan akan
tetapi masalahnya adalah tidak layaknya jalur transportasi sehingga hasil
tani masyarakat tidak dapat menghasilkan Pendapatan yang Maksimal.

b. Kebijakan pembangunan harus mengarah pada pembangunan manusianya
atau peningkatan kapasitas karena disana banyak masyarakat yang
memiliki talenta-talenta yang tidak tersalurkan sekaligus merupakan

potensi yang ada pada diri masyarakat, akan tetapi masalahnya adalah

kurangnya perhatian pemerintah terhadap bakat-bakat yang ada pada

masyarakat tadi, akan tetapi belum memiliki keterampilan yang
professional sehingga membutuhkan tambahan-tambahan ilmu dan

pengalaman

¢. Kebijakan pembangunan harus mengarah meningkatkan kesejahteraan

lewat bantuan dana-dana simpan pinjam perempuan atau dana usaha

ekonomi produktif, karena di sana ada potensi dimana banyak masyarakat

mempunyai usaha baik dalam skala kecil maupun skala besar akan tetapi

masalahnya adalah kurangnya modal usaha.
















































